
LEMBARA~ DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 6 TAHON .1991 SERI D NO. 2 -

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 
· NOMOR: 29 TAHON 1990 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN, 'KETUA, WAKIL KETUA DAN 
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

. 
Menimbang : a. bahwa dengan t elah di tetapkannya Per-

a turan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1990 ten tang Kedudukan Keuangan 
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, 
maka Pera turan Daerah Kabupa ten Dae­
rah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 
1988 yang dirubah pertama dengan Perda 
Nonnr 18 Tahun 1990 sudah tidak sesuai 
-:ragi; 

b. -bahwa sehubungan deng~ hal tersebut 
· diatas·, perlu waenetapkan dan roongat~ ... 
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lengingat 

l<cmbali t entang l<educJukan Kcu• 
Ke t ua , Wakil Ketua dan /\nggota DP;i~~~~-~1 
dalam Peraturan Daer ah. cJ1 

7 . Undang-undang Nomo.r 5 'fahun 197 4 
t ang PokoJ<-pokok Pemerin tahan d j_ 

rah; 

2 . Undang-undang Nomor 13 Tahun 7950 
t entang Pembentukan Daer ah-daer- i.. 

L. ku a.11 
Kabupa ten dalam ing ngan Propin~j 
Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 197 4 t en­
tang Pokok-pokok Kepegawaian; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung­
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
7 975 Leu Laug Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak­
sanaan Ta ta Usaha Keuangan Daer ah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Penda­
patan dan Belanja Daerah; -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1990 ten tang Kedudukan Keuangan 
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah , , 

7. Keputusan Menteri Dal8m Negeri Nanor 
· 11 Tahun 1990 ten tang Pedoman Penyusun 
an Pera turan Ta ta Terti b Dewan Perwa­
kilan Rakyat Daerah. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
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M E M U T U S K A N .. .. 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPAT 
I I SUKOHARJO_, TENTANG · K EN DAERAH TJNGKAT 
KETUA WAKIL KETIJA EDUDUKAN KEUANG/.\N 
PERWAI<ILAN RAKYAT DAE DAN ANGG(ffA DEWAN 
TINGKAT I I SUKOHARJO RAH KABUPATEN DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

0a1am.Peraturan i~i yang dimaksud dengan 

a. Pemerintah Daerah ialah-Pemerintah Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; · 

b. DPRD Tingkat II ialah Dewail Penvakilan F~l{yat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

c. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Da.erah; 

d. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggota­
annya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berl aku; 

e • Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan 
kepada Ketua dan Anggot DPRD setiap bulan sehubungan 
degan kedudukannya; 

f. Uang kehonnatan ialah tunjangan jabatan yang diberi­
kan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan 
dengan jaba tannya ; 

g • Tunjangan kanisi ialah, tunjangan yang diberikan 
setiap bulan kepada ketua,Wakil Ketua dan Sekretaris 
Kanisi· . 

' 
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h. Uang }·:tket talah uang yang di b0ri~an kepad~ ~imp.tnan 
dan Anggota DPRD untuJ< setiap harJ. menghad1r1 rapat·~ 
rapa t DPRD yang sah termasuk uang uang rapa t , uang 
pengangkutan lokal di dalam ko!a dan uang makan; 

1
. Dana penunjang ialah, dana yang disediakan untUk 

menunjang kegiatan DPRP: 

J. Tunjangan Purna Bhakti ialah, tunjangan yang diberi­
kan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD:I stelah akbir 
masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau 
meninggal dunic!-.• 

Pasal 2 

( 1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota 
· UPfill ialal1 tanggal mereka mengangka t sumpah a tau . 
mengucapkan janji pada_ pelatitikannya sebagai1Pimpi­
nan dan Anggota DPRD. 

(2) -Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota 
DPRD ialah tanggal mereka menya takan berhent i, di­
berhentikan atau meninggal dunia. 
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fl l J T 

SHUKT(Hl R JA VA KJ-!1'Uf\ , 
WAKIL, KETUA DA ANG<i<YTA Df'HfJ 

Dagian Pcrtama 

uang Re presentas~ 

Pasal 3 

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi : 

a. Ketua Rp. 210.000 ,-/bulan/ orang. 

b. Wakil Ketua Rp. 180.000,-/ bulan/orang. 

c. Anggota Rp. 100.000,-/ bulan/ orang. 

(2) Selain Uang Representasi sebagairn8.11a dimaksud dalam 
aya t ( 1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD d.i­
berikan t unjangan Keluarga dan t unjangan lainnya 
menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai 1egeri . 

Ba.gian Kedua 

Uang Kehormatan 

Pasal 4 

Besarnya Uang kehormatan ditetapkan bagi 
a. Ketua Rp. 200.000,-/bulan/ orang . 

b. Waki 1 Ketua Rp. 175.000,-/ bulan/ orang 
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Ht , n1·ny:1 

II • I\ ( 'I I l ; I 

\). Wn k I l 

lhlf~ I ,uI K,! t. I i~a 

'l'u 11 .J ru1 J{a.fl Korn 1 n J 

Par in. I r, 

LI 111, ):11 lf~:l ll l(nrn IHI d i U;Lapkan t,ag i . . 

l<<>m \ r ii llp. ✓.G . ( )()(), - / bu·1 tJJ1 / r, r·-,1.ng . 

1(( 1 L\ Hl l<olll I HJ llp. 2(J. 000 , - / huJ an/ oran . ~. 
( ~ . Sc k l'C Lil.I' I H l<om \.H.I llp. 1 f> • 000 , - / hu :I a.n / or8_r,r, 

-:> • 

Bagi.an Keempat 

Uang Pak et 

Pasal 6 

13c. arnya Uang Paket · bagi Pi mpinan dan Anggota DPRD 
ada1ah sebesar Rp. 100.000,-/bulan/orang. 

Bagian Kelima 

Biaya Perjalan Dinas 

Pasal 7 

( 1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan 
per jalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas. 

(2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 
aya t ( 1 ) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya per­
jalanan dinas yang berlaku Peawai Negeri Sipil goln_g_ 
an III ffiPS Tahun 1968. 

(3) Ketentuan administrasi dan· besarnya biaya perjalan­
an dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal tni~ 
di sesuaikan dengan ketentuan yang di tetapkan bagl 
Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten. 
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Pen j 11 -1·auan dR 1 r1111 Wi 1 •1y,,1, 1 I., ) .. ... . ' . ' , >I I kr I ' 
(4 dibcr.tkan IJ1 ay:i P< ' l' .111 I :tn:111 <I i n:1,;.'" K.itn 1p ,1 I ' ·r, , i rJ~,k 

13~ai l imp i IHlll DPnI) YH flc.r I , . 
tlf", • I ; <,I U 1n~1 ·, r. 

pincir1l1 k lbukol n P1·nplnh i /f),H,ni r;1'' ':' ' ~_ir n, y,. h,n 11 
I I1usu::, l buk0La/l<Hhup~1t.c111 /K< , , , r -i i trnr, , ,. / rr,r r,ih 

. ct. 1 ·I . I , ) ,rtfn,-H ly~, r l;.1 . -san t. l f'l) nt 1<:,tn cl .no·nn h r . n ,-J t , 111 rnrl;1 
• • ] t: orrn,1 L (h r I . , ~ 

d.i.b -r1ka11 P r,Ja. n.n::tn r>i nclr1h Y' h ' .J -1 Jrt 1 ~1, 1n 1; 1. 

1.1 11 dengrtn kc t en tua11 yi:i ri gr · .bd n~, 
1 

C!S~J rn y;:1 rl I .-:,,,J' .1J; r i 
\ 1. • n . 0. r ' l < l I r · 
N geri Sipil dan yang b .rlaku d.. ;? b J::Jg I Pr,g-:iw:.:J 1 

J "a upa trm . 

Bagian Keenam 

Biaya Pemelibaraan Kesebatan 

Pasal 8 

( 1 ) Bagi ?imJ?inan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai 
Neger1 beserta keluarganya, diberikan bantuan beru­
pa penggantian biaya pemeriksaan , pengobat an dan 
perawa tan n pokter sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti­
bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah. 

( 2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersta tus Pe­
gawai Negeri Sipil · beserta keluarganya, biaya peme­
riksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku 
keten tuan sebaga.imana terhadap- Pegawai Negeri 
yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI. 

Pasal 9 

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan 
bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya 
adalah Rp. 25.000,-/bulan/orang. 

170 

Scanned with CamScanner 



I 1 

, \ \n\'~I 1' 11 , IPk\tlr\11 ,J 'na1Hh t\nggo tn [JPHJ) kr1 1·nnn:: i 

J· ., ;_ r ll r\ll s lllll l D ~nrnpa i k t rmpn t P tTl~l kc1mr1 n mi;n _ j ;➔ rj j 
L \Jan P n -ri ni rth Dn r( h. 

Bagian Kedelapan 

Rumah Jabatan 

Pasal 11 

( 1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumab 
jabatan tennasuk inventaris, biaya pemeliharaan 
term asuk biaya pemakaian air/li strik, telepon dan 
gas . 

(2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti 
dari jabatnnya, maka rumah jabatan t ermasuk barang­
barang inventaris harus dikembalikan dalam keadaan 
baik ke:"-:ioa PPmerjntah Daerah tanpa suatu kewajiban 
dari Pemerintah Daerah . 

( 3) Bagi Pirnpinan DPHD yang belwn disediakan rurnah 
jabatan dapat di.berikan tunjangan perumahan dan 
pemel 1haraannya yang besarnya disesuaikan dengan 
standart ma.sing-ma.sing Daerah. 
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ohilit • 

d
. p;,np'innn DPHD Rf' lrHAA 

I, "I fl :J ,.:i • ,< cbufl 11 kc 11u~ 1 ·a:u1 c] , nn s 
}!WI ng ku . I 11·, i I d n . 

1u111 sgan Dacrah dan kc .n tuan 
},r-UflJl 

R<'8u;i i. rJr,nv..~ n 

yrtn F •rl k,;_ 

Aagian Kec,ep u uh 

Prura.ian Dinas 

Pasal 13 

Kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD dapat disedi 
an ctinas berik71t atributnya berupa: 

_ PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali ~ecahun . 

- PSR (Pakaian Sipil Respii) 1 (satu) kali setahun . 

PSL (Pakaian. Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 
(lima) tahun. 

Bagian Kesebelas 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DA 

DANA PENUNJANG 

Pasal 14 

( 1) Pirnpinan dan Anggota DPRD diberikan tunj'1ng(. n h ?­
sejahteraan sebesar Rp. 122.500, - (s ratus du pLLluh 
dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang. 
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1 
(2) Untuk menunjang kegiatan DPRhiDP~ap~t disectiakan da 

• g yang dike lo la ole imp1nan DPRD. na penun.Jan 

( 3) 

(4) 

Besarnya dana penunjang dimak_sud 
adalah Rp. 15. 000 .000 ,- ( l1ma 
pertahun. 

ayat (2) Pasai . 
b 1 · lni e as Juta rup· 

lal) ) 

Peru bah an plaf on terse but aya t ~ 3) . Pasal ini di­
tetapkan berdasarkan .keputusan P1mp1nan ~PRD atas 
persetujuan Bupa ti Kepala J?aerah sesua1 P€danan 
dari Gubernur Kepala Daerah T1ngkat I Jawa Tengah. 

BAB III 

TUNJANGAN PURNA BHAKTi 

Pasal 15 

( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa 
Bhaktinya atau diberhentikan dengan honnat atau 
meninggal dunta , di.beri kan tunjangan purna bhakti 
sesuai dengan masa bhaktinya. 

(2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayayai APBD dan dikelola 
Yayasan Purna Bhakti. 

(3) Ketentµan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagai­
mana dimaksud pad a aya t ( 1 ) dan aya t ( 2) Pasal ini 
akan diatur tersendiri dengan Permendagri. 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 16 

( 1 ) Pimpin~n dan ~nggota DPRD yang bersta tus sebagai 
Pe~~wai Neger1, harus memilih salah sa tu antara 
gaJi yang di terimanya sebagai Pegawai Negeri a tau 
~a~g Representasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah 
J.n1. · - -
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bl. 1 :1 yrtng b 'rsnn,:>-ktl l ' ltl J\Pn . _ l • h , r mc·m· l 
(Z) ~eri, scdnngkri.n Jumlahnyn l <'h\ I Iii P;~' .ii 1,,. 

N(\ tn.si' maka k PRdanya ~1 i rv, : ' h <l,1 l ' I u~, n,, ,, l ' J 
~et 1 ,c t . . .I\_. t 1 k a n I "• I k I r 

g Repre n as1 dengn n ga .. • .r,mh~ h~ n ' ( 
(lall c .Jlnyit. r 1' 'l 1,· 11 1 

Apabi la yang ber ~angku tan mem11 j h . 
(3) Negeri sedangkan Jumlahnya sam · ga_J J JJ ·w. , 

R ,.. . c • a a tau I . # , o1 ;..i i 
ctari Uang epr esentas1, maka . . - chi h hr_,;~ r 

1a hany,, 
gaj i . c fllf;ner inlci 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

( 1) Sambil menunggu di tetapkannya Pera turan Menteri 
Dalarn Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti bagi 
semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD 
pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhenti­
kan dengan honna t atau rneningga.l dllllia diberikan 
UangPenghargaan depgan ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya 6 ( enam) 
bulan, diberikaP Uang Penghargaan 1 (satu) kali 
Uang Rep:r;-esenta.sj_; 

b. Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya belum 
mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan 
penuh; · 

. . t·nggi-tingginya 6 c. Uang Penghargaan d1ber1kan ~e 1 

(enam) kali Uang Represent_~s1 · 

(2) 1 dunia maka Uang 
D~lam hal Anggota DPRD meni~gga a a~ ( 7 ) Pasal 
Penghargaan n sebagaimana ctimak5ud Y h 
• . . • a yang sa • 1n1 diberikan kepada ahl1 warisny 

---
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DAB VJ 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Per aturan Daerah i ni , maka Perat 
Dengan berlakun~: Daer ah Ti ngka t I I Sukohar.jo N~ra.n 
Daerah Kabupa te Kedudukan Keuanga n Ketua W r 5 
~ahun 7988 tent~~g ~wan Perwakilan Rakyat Da.er;h K akiJ 
Ketua dan An~o II Sukohar jo yang di rubah p abu, 
aten oaerah T1ngkat ert~ 

P . Peraturan Daerah Kabupaten Daer ah Tingk 
kal1 denga~ NAr'IV'lr 18 'Tuhm 1~ tentang Kedudukan K at 
I I Sukohar JO \.JIIIV eu, 

K t uiakil Ketua dan Anggota Dewan Perwak1-1 angan e ua, n • an 
Rakyat Daerah Kabupaten Da~rah Tingkat II Sukohar.jo, 
dinyatakan tidak berlaku lag1. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cli~­
kan• 

Agar supaya setiap orang dapa t mengetahuinya, ITBIErintah­
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 
nya dalam Lembaran Daerah Kabupa ten Daerah Tingka t II 
Sukobarjo. 

DEWAN ~ ~T DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TTIU<AT II 

SUKOOARJO 

KE'IDA 

ttd 

DJO~O WALUJO, BA 

Sukohar jo, 29 Desember 1990 
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D r ·s· ARKAN 

0engan ~p.itusan GJbemrr 
Kepala Daerah Ti.ngkat r 

.Jawa Teogah 

ranggal 25 Pebruari _1991 No. J88.3/61/lgg1 
An• SEI(RETARIS WIIAYAH DAERAH,TilO<AT I 

JAWA 1rX;AH . 

Ke~la Biro Hukl.U'Tl 

ttd 

SARDJITO,SH 

NIP. 500 034 373 

DIUNDANGKAN 

Dalan l.arbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo 

Namr: 6 Tanggal 25 Maret 1991 SeriD No. 2 

SEKRETARIS WIIAYAH / DAERAH 

ttd 

Drs. SOETJIPTO 
NIP. 500)31518 
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